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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENGELOLAAN

Pengelolaan merupakan pelaksanaan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skil ful tactement. Mengelola suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan menggerakan orang lain ( Yayat  M. Herujito,:2001). Pengelolaan pajak bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimana PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. 
Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD sebagai input , merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya yang kemudian dikelola sebagai proses yang dapat menghasilkan output sebagai pembiayayaan suatu daerah yang otonom mandiri. 
Menurut Frista Artamanda. W, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia), pengelolaan adalah:

proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan pencapaian tujuan.

Berdasarkan Definisi di atas, pengelolaan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah, pengelolaan pajak bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah yang otonom dituntut  dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang dimiliki guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
tujuan dan sasaran dalam pengelolaan pajak meliputi program, kegiatan, dan kebijaksanaan yang akan menjadi landasan dalam system oprasional dan aktivitas organisasi. adapun kebijakan termaksud adalah:
1. Melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak;
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak;

3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak;

4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak;

5. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari wajib pajak;

6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan;
7. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak;

8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media;

9. Melaksanakan kegiatan berupa proyek peningkatan sumber pendapatan asli daerah;

10. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD;

11. Melakukan kegiatan penyempurnaan pengolahan data pajak;

12. Melaksanakan kegiatan penataan kearsipan data pajak.
2.2 PAJAK DAERAH
Pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak daerah, yaitu  iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembengunan daerah (Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 Pasal I ayat 6). Jadi pajak merupakan iuran yang di wajibkan kepada setiap penduduk yang mendiami suatu wilayah guna membiayayai penyelenggaran pemerintahan dalam pelayanan public yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Pajak yang sekarang ini sudah disahkan dengan Undang-undang dulunya dalah upeti yang diberikan kepada raja, dan pajak/upeti tersebut akan dikembalikan kepada rakyat berupa sebuah kemajuan dalam bidang pembangunan atau bentuk apapun untuk kesejahteraan rakyat. Terlebih sekarang ini sudah dibuat sebuah undang-undang demi mengatur penarikannya, sehingga tidak menimbulkan suatu paksaan yang memberatkan. selama ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah, dari sekian sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

menurut Kaho dalam Dr. I. Nyoman Sumaryadi, Drs, Msi, pajak daerah adalah:
“Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Pajak daerah adalah punguttan daerah menurut peraturan yang ditetapakan sebagai badan hukum publik dalam rangka membeiayai rumah tangganya. (2005;128).

Dengan demikian pengelolaan pajak daerah adalah : Proses pelaksanaan  pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah  secara terampil untuk menangani pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah yang meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.

3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada daerah, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahann(opsen) oleh Pemda.
Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. 

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. 

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa: 

Pasal 2 ayat (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak yang dikelola daerah  tingkat II yaitu :

Jenis pajak dearah Tingkat II terdiri dari :

1. Pajak hotel dan restoran

2. Pajak hiburan

3. Pajak reklame

4. Pajak penerangan jalan

5. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.

6. Pajak parkir.
2.3 OTONOMI DAERAH
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Jadi Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 Otonomi Daerah adalah:

“Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Dari uraian diatas Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumbersumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah,
Menurut Soedjito: “Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  B. N. Marbun, SH otonomi daerah  adalah:

“Otonomi daerah adalah  hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. 

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. 

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.



Menurut Saifudin :
“Otonomi daerah bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karna tetap bineka tunggal ika, melaikan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu dan terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat”.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pengelolaan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.
